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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sampang Tahun 2019-2024 merupakan 

satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam 

jangka waktu lima tahun kedepan yang memuat visi, misi dan arah kebijakan, program 

dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang. 

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah 

menyusun Renstra Perangkat Daerah yang berfungsi untuk mengklarifikasikan secara 

eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan 

secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan 

program prioritas pembanguan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra  dapat 

membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju 

tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi 

terhadap perubahan internal dan eksternal. 

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal 

merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan 

daerah. Pengawasan intern pemerintah yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Daerah sebagai salah satu fungsi 

manajemen organisasi pemerintahan, memegang peran penting dalam mengawal dan 

mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah dan mencegah tindakan yang 

tidak sesuai dengan kaidah penyelengaraan pemerintahan yang baik (good governance).  

Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus 

mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai 

tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana 

kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Berdasarkan pada paradigma tersebut maka pengawasan internal pemerintah 

daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, professional, terpadu serta 

berkesinambungan. Oleh karena itu Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang sebagai 

APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) wajib menyusun Rencana Strategis 

Pengawasan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam suatu dokumen RENSTRA Inspektorat 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024. 
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Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, 

profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku 

birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada 

seluruh masyarakat merupakan sasaran dari penyelenggaraan Rencana Strategis tahun 

2019-2024. 

Renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memiliki keterkaitan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2019-2024, Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang. Renstra Perangkat Daerah harus 

mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra 

K/L.  Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra Perangkat Daerah selaras dan 

konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat.  Untuk melihat 

keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini: 

Gambar 1.1  
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pusat Dan Daerah 

 

 

Sumber : Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019) 

 

Gambar 1.1 
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pusat Dan Daerah 
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1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan 

pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur 

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, 

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan 

penganggaran Perangkat Daerah.  Adapun landasan hukum yang digunakan dalam 

penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

2) Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4287) ; 

3) Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan 

Lembar Negara Republik Indonesia No. 4421); 

4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 

5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700); 

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia No. 4578); 

8) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614) 

9) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan     (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun2006 Bomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4663); 
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10) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat(lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

11) Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

12) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ; 

13) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817); 

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tantang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024; 

16) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7); 

17) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1); 

18) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7); 

19) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 

20) Peraturan Bupati Sampang 81 Tahun 2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang. 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Renstra Inspektorat 2019-2024 dimaksudkan untuk 

Mensingkronkan dan mensinergikan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten 

Sampang dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus 

dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2019-2024. 

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang 2019-

2024 adalah untuk: 

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 

sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah; 

2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) 

Bappelitbangda; 

3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur 

pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat 

Daerah dalam kurun waktu lima tahun. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Bagian 

ini mengemukakan hasil analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah  

Provinsi, Hasil telaahan terhadap RTRW, dan Hasil analisis terhadap KLHS. 
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BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Inspektorat Daerah. 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi  

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII PENUTUP 

 

 

 

 

 


